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ABSTRACT
Digital transformation in the land administration sector through the

implementation of electronic land certificates is part of the Indonesian
government's effort to improve public service quality. The implementation of this
service is influenced not only by technological and institutional readiness but also
by community participation as service users. This study aims to analyze the level of
community participation and its association with the implementation of electronic
land certificates based on users' perceptions at the North Jakarta Land Office,
focusing on residents of Tanjung Priok District.

This study employed a quantitative method with an explanatory survey
approach. Data were collected in 2026 through questionnaires distributed to 100
respondents selected using purposive sampling, consisting of residents of Tanjung
Priok District who had used electronic land certificate services. Community
participation was measured through indicators of information access, service
process, procedural compliance, and evaluation and feedback. The implementation
of electronic land certificates was assessed based on users' perceptions of service
effectiveness, efficiency, transparency, security, and accountability. Data were
analyzed using descriptive statistics and simple linear regression.

The results indicate that both community participation and the perceived
implementation of electronic land certificate services were rated as high. Simple
linear regression analysis showed a positive and statistically significant
association between community participation and the perceived implementation of
electronic land certificate services (f = 0.585; p < 0.05). The coefficient of
determination (R?) of 0.555 indicates that the model explains 55.5% of the variation
in the perceived implementation of electronic land certificate services, while the
remaining 44.5% is explained by factors outside the research model. These findings
suggest that higher community participation is associated with better perceived
implementation of electronic land certificate services. However, the findings should
be interpreted as a statistical association rather than evidence of a causal
relationship because the study employed a cross-sectional survey design.

Keywords: Community Participation, User Perception, Electronic Land
Certificate.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, pemerintah Indonesia
berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk di
bidang pertanahan yang rentan terhadap sengketa serta membutuhkan kepastian dan
akurasi data. Sebagai bagian dari transformasi digital layanan pertanahan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan
sertipikat tanah elektronik, yaitu dokumen kepemilikan hak atas tanah yang
diterbitkan dan dikelola secara digital melalui sistem elektronik sebagai pengganti
sertipikat fisik konvensional guna meningkatkan keamanan data, efisiensi
pelayanan, dan kepastian hukum. Program ini bertujuan menggantikan sertipikat
fisik menjadi sertipikat elektronik yang lebih aman dan mudah diakses, dengan
keberhasilan implementasi yang diukur melalui peningkatan efisiensi pelayanan,
transparansi proses administrasi, serta keamanan dan keandalan data pertanahan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), penerapan sertipikat tanah elektronik diharapkan dapat mengurangi
risiko pemalsuan sertipikat, mempercepat proses administrasi pertanahan, serta
meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik). Namun, adopsi kebijakan digital di bidang pertanahan tidak hanya
bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga sangat membutuhkan
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan agar implementasi sertipikat
tanah elektronik dapat berjalan secara optimal.

Transformasi digital di bidang pertanahan sejalan dengan kebijakan nasional
yang memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi dasar

umum pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.



Pengaturan khusus mengenai sertipikat tanah elektronik kemudian diperkuat
melalui regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 sebagai fase awal
penerapan sertipikat elektronik, yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar utama implementasi
sertipikat tanah elektronik dalam pelayanan pertanahan. Meskipun demikian,
implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti kesiapan sistem dan sumber daya, pemahaman masyarakat terhadap
prosedur digital, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan
elektronik. Dari berbagai tantangan tersebut, partisipasi masyarakat dipandang
sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi, sejalan dengan teori partisipasi
masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam kebijakan
publik (Arnstein, 1969). Menurut Avivah (2025) dalam Jurnal Repository STPN,
Keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik sangat bergantung pada
penerimaan dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi pertanahan umumnya
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman terhadap prosedur
layanan elektronik, serta keraguan masyarakat terhadap manfaat dan keamanan data
digital dalam pengelolaan pertanahan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian
Kennedy dkk. (2024) dalam Jurnal Transformasi Digital Publik yang menyatakan
bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat
utama keberhasilan implementasi kebijakan berbasis elektronik di sektor pelayanan
publik, termasuk layanan administrasi pertanahan. Selain itu, penelitian Isma, dkk.
(2025) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan publik
digital dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem, kemudahan penggunaan,
serta persepsi manfaat layanan, yang relevan dalam konteks penerapan sertipikat
tanah elektronik sebagai layanan pertanahan berbasis digital.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan
masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, menggunakan layanan sertipikat tanah
elektronik, mematuhi prosedur layanan digital, serta memberikan respons atau

umpan balik terhadap pelaksanaan layanan pertanahan elektronik. Partisipasi



tersebut berhubungan dengan efektivitas implementasi kebijakan karena
penerimaan, pemahaman, dan penggunaan layanan oleh masyarakat turut
menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Sulila, 2023).
Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dipandang berkorelasi dengan
keberhasilan implementasi sertipikat tanah elektronik yang diukur melalui efisiensi
pelayanan, transparansi proses administrasi, dan keamanan data pertanahan.
Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat masih menghadapi
sejumlah tantangan yang secara langsung memengaruhi implementasi layanan
sertipikat tanah elektronik, khususnya keterbatasan pemahaman terhadap prosedur
layanan elektronik dan rendahnya literasi digital masyarakat (Adinegoro, 2023).
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam
menggunakan layanan sertipikat tanah elektronik sebagai pengguna layanan digital.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Araby, (2024) yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi layanan elektronik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan
teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan literasi digital masyarakat sebagai
pengguna layanan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada
partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci yang diduga memengaruhi keberhasilan
implementasi sertipikat tanah elektronik.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertipikat
tanah elektronik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat, tetapi
juga oleh kondisi struktural yang melingkupi proses digitalisasi layanan.
Kompleksitas tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi
pertanahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional.
Namun, penelitian ini membatasi analisis pada partisipasi masyarakat sebagai
variabel utama yang diuji pengaruhnya terhadap implementasi sertipikat tanah
elektronik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi sertipikat tanah
elektronik merupakan bagian dari dinamika global dalam transisi menuju layanan
pertanahan berbasis elektronik. Secara internasional, digitalisasi dokumen
pertanahan telah diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi

pelayanan dan transparansi pengelolaan data pertanahan. Dengan demikian,



penerapan program ini di Indonesia memiliki relevansi strategis dalam upaya
mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan terpercaya.

Dalam konteks lokal, Kantor Pertanahan Jakarta Utara, khususnya di
Kecamatan Tanjung Priok, menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks.
Masyarakat di wilayah Jakarta Utara memiliki komposisi demografis dan sosial
yang beragam, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa pada
tahun 2024 yang mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang (BPS,
2025). Kecamatan Tanjung Priok memiliki karakteristik masyarakat yang
heterogen dari sisi pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan memanfaatkan
teknologi digital sehingga menarik dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil
pengamatan selama pelaksanaan penelitian dan interaksi dengan pengguna layanan,
masih ditemukan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur
layanan sertipikat tanah elektronik, khususnya pada tahapan persyaratan
administrasi, penggunaan layanan digital, serta proses unggah dokumen. Selain itu,
masyarakat masih cukup sering meminta penjelasan secara langsung kepada
petugas loket meskipun informasi layanan telah tersedia melalui media digital.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertipikat tanah elektronik
masih memerlukan dukungan partisipasi masyarakat agar tujuan digitalisasi
pelayanan pertanahan dapat tercapai secara optimal. Penelitian oleh Yudistiara dan
Santoso, (2024) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial menemukan bahwa
persepsi masyarakat terhadap keamanan data dan legitimasi hukum dokumen
elektronik berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi mereka dalam
program pemerintah berbasis digital.

Melihat berbagai dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi
sertipikat tanah elektronik tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan global
maupun kesiapan kelembagaan, tetapi juga oleh karakteristik sosial masyarakat di
tingkat lokal. Variasi tingkat literasi digital, persepsi terhadap keamanan data, serta
akses terhadap teknologi membentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam
memanfaatkan layanan pertanahan berbasis digital, yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu,

analisis pada level lokal menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih



komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan digital di sektor
pertanahan. Namun demikian, berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu
yang digunakan dalam penelitian ini, kajian implementasi sertipikat tanah
elektronik masih menitikberatkan pada aspek regulasi, kesiapan kelembagaan, atau
persepsi masyarakat secara umum, dan belum secara spesifik menguji pengaruh
partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan implementasi sertipikat tanah
elektronik dalam konteks lokal perkotaan. Kekosongan kajian empiris tersebut
menunjukkan adanya kebutuhan untuk meneliti secara kuantitatif hubungan antara
partisipasi masyarakat dan implementasi sertipikat tanah elektronik, khususnya
pada wilayah dengan karakteristik sosial yang heterogen. Kondisi tersebut
menjadikan Kecamatan Tanjung Priok sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji
hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi sertipikat
tanah elektronik. Berdasarkan fenomena yang ada, isu yang diangkat dalam
penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi masyarakat berperan dalam
mendukung keberhasilan implementasi program sertipikat tanah elektronik di
Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul
“Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Sertipikat Tanah
Elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung
Priok).”

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan
praktis, khususnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada
tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi sertipikat tanah elektronik.
Rekomendasi tersebut dapat berupa penguatan strategi sosialisasi, penyempurnaan
mekanisme layanan, serta pola komunikasi publik yang disesuaikan dengan
indikator partisipasi masyarakat, seperti keterlibatan dalam sosialisasi, penggunaan
layanan digital, kepatuhan terhadap prosedur, dan pemberian umpan balik. Selain
itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai
hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi kebijakan

digital di bidang pelayanan publik, khususnya sektor pertanahan di Indonesia.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pengguna layanan sertipikat tanah
elektronik di Kecamatan Tanjung Priok dalam implementasi program sertipikat
tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Utara?
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat
dalam implementasi layanan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
a. Mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan
sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
b. Mengidentifikasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan
implementasi program sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta
Utara.
2. Kegunaan Penelitian:
Bagi Penulis:

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan
serta pemahaman mengenai digitalisasi pertanahan, khususnya terkait implementasi
sertipikat tanah elektronik dan faktor partisipasi masyarakat dalam mendukung
keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kemampuan peneliti dalam
melakukan analisis data, pengembangan kerangka teori, serta penerapan
metodologi penelitian ilmiah di bidang administrasi publik dan pertanahan. Secara
pribadi, penelitian ini juga menjadi pengalaman empiris yang dapat dijadikan dasar
dalam pengembangan kompetensi profesional di bidang pertanahan dan pelayanan
publik berbasis digital.

Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai manfaat, prosedur, serta keamanan penggunaan sertipikat tanah
elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi
masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses digitalisasi layanan pertanahan

dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem sertifikasi tanah -elektronik.



Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan
pemanfaatan layanan sertipikat tanah elektronik menjadi lebih optimal serta
mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, keamanan, dan
akuntabilitas pelayanan pertanahan.

Bagi Kantor Pertanahan:

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan rekomendasi bagi Kantor
Pertanahan Jakarta Utara dalam meningkatkan efektivitas implementasi program
sertipikat tanah elektronik, terutama dari aspek sosialisasi, edukasi, dan
peningkatan literasi digital masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu instansi
dalam mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan serta merumuskan
strategi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi
pertanahan. Dengan demikian, Kantor Pertanahan dapat mengoptimalkan
pelayanan publik serta mendukung kebijakan nasional terkait transformasi digital
di bidang pertanahan.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kerja Kantor Pertanahan Jakarta Utara,
dengan fokus wilayah studi pada Kecamatan Tanjung Priok. Pembahasan penelitian
dibatasi pada analisis hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan
implementasi program sertipikat tanah elektronik. Ruang lingkup penelitian tidak
mencakup seluruh aspek teknis pertanahan, melainkan dibatasi pada partisipasi
masyarakat dalam proses pendaftaran tanah elektronik, pemahaman masyarakat
terhadap prosedur layanan, tingkat keterlibatan dalam pemeliharaan data
pendaftaran tanah elektronik, serta respons masyarakat terhadap proses alih media
sertipikat fisik menjadi sertipikat elektronik.

Penelitian ini tidak membedakan responden berdasarkan jenis layanan
sertipikat tanah elektronik yang digunakan, seperti pendaftaran tanah pertama kali,
pemeliharaan data, maupun alih media sertipikat. Seluruh responden dianalisis
sebagai satu kelompok pengguna layanan sertipikat tanah elektronik sehingga hasil
penelitian menggambarkan persepsi masyarakat secara umum dan belum

menjelaskan kemungkinan perbedaan persepsi berdasarkan karakteristik layanan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi masyarakat
terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Utara dengan fokus penelitian pada masyarakat pengguna
layanan di Kecamatan Tanjung Priok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi sertipikat tanah
elektronik berada pada kategori baik dan terbukti berpengaruh positif serta
signifikan terhadap implementasi sertipikat tanah elektronik. Hasil analisis
regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,585
dengan nilai signifikansi <0,05, sehingga hipotesis penelitian diterima.
Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat
dalam mengakses informasi, menggunakan layanan, mematuhi prosedur,
serta memberikan umpan balik, maka semakin baik pula implementasi
sertipikat tanah elektronik yang ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi,
transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.

2. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 55,5% terhadap
implementasi sertipikat tanah elektronik, sedangkan 44,5% sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti literasi digital,
kesiapan sistem teknologi informasi, kompetensi petugas, kualitas
sosialisasi, dukungan organisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap
layanan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi sertipikat tanah elektronik tidak hanya bergantung pada
partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan,
teknologi, dan sumber daya pelaksana.

B. Rekomendasi dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara disarankan
meningkatkan edukasi masyarakat melalui media sosial resmi seperti
Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp Channel yang berisi video
singkat mengenai prosedur sertipikat tanah elektronik. Selain itu,
sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah
kelurahan, ketua RT/RW, serta penyelenggaraan penyuluhan secara
berkala kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Priok sehingga informasi



mengenai layanan digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
Serta untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat,
Kantor Pertanahan perlu menyediakan mekanisme konsultasi daring,
layanan pengaduan berbasis digital yang mudah diakses, serta pembaruan
informasi status permohonan secara real time melalui aplikasi atau media
resmi.

. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang diduga
memengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik, seperti literasi
digital, kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan, kesiapan teknologi,
maupun faktor organisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan
menggunakan jumlah responden yang lebih besar, mencakup wilayah
penelitian yang lebih luas, menerapkan pendekatan mixed methods atau
kualitatif, serta melakukan studi komparatif antar kantor pertanahan
sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, mendalam, dan
memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.
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